Bab 4
Kesimpulan

Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian “Mengapa Indonesia
melakukan kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku illegal fishing?”,
dilakukan analisis secara keseluruhan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi
keputusan yang Indonesia ambil. Dengan menenggelamkan kapal pelaku illegal
fishing, Indonesia membantah norma internasional mengenai illegal fishing yang
tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan
International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported,
dan Unregulated Fishing.

Untuk menganalisis kebijakan yang diimplementasikan Indonesia, penulis
menggunakan konsep norm contestation dalam cakupan constructivist use of norm.
Dalam konsep ini dijelaskan tiga variable pendukung alasan sebuah negara memilih
untuk membantah norma yang berlaku. Pertama, norm ambiguity, pemahaman
Indonesia akan illegal fishing berbeda dengan apa yang dituliskan dalam norma
internasional, begitu pula dengan cara penghukuman pelaku. Dikarenakan tidak
bisa bergantung pada norma internasional, Indonesia mengaplikasikan hukum
positif dalam negara untuk memberantas illegal fishing.

Kedua, lack of intersubjective agreement, merupakan penjelasan bahwa
Indonesia tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai konteks yang dibahas
dalam norma internasional. Meskipun begitu, Indonesia tetap mendukung perihal
yang di atur dalam norma UNCLOS dan IPOA-IUU fishing secara umum. Ketiga,

logic of appropriateness, Indonesia yang memiliki kepentingan untuk
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mengamankan wilayah maritimnya dari illegal fishing merasa cara penanganan
sanksi denda yang direkomendasi oleh UNCLOS dan IPOA-IUU tidak efektif.
Sehingga, Indonesia mencari jalan keluar lain untuk menyelesaikan isu, yaitu
dengan penenggelaman kapal yang dalam kenyataannya efektif.

Indonesia melakukan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing
karena kepentingan Indonesia tidak tersalurkan pada norma internasional yang
membahas illegal fishing. Oleh sebab itu, Indonesia memutuskan untuk
menanggung sendiri beban untuk menyelesaikan isu illegal fishing di perairan
Indonesia dengan reform.

Sejak diberlakukan pada tahun 2014, Meski begitu tidak dapat ditolak
bahwa kenyataannya kebijakan penenggelaman kapal yang popular dan efektif ini

melanggar norma internasional.
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